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PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tigo Jangko, 10 Juni 1988, agama Islam,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Pendidikan  Strata  I,

tempat  kediaman  di  Kelurahan  Simpang  Baru,

Kecamatan  Tampan,  Kota  Pekanbaru No.  Hp.   :

082286437001 sebagai  Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal  lahir  Pekanbaru,  14 April  1990,  agama Islam,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan

Bambu  Kuning,  Kota  Pekanbaru  No.  Hp.   :

082286435482 sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah

mengajukan  permohonan Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal

10 Juni 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  03  November  2018,telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan  tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tampan,  Kota
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Pekanbaru  sebagaimana  tercatat  dalam Akta  Nikah  No  0928/002/XI/2018

tertanggal 03 November 2018;  

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman

bersama di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai satu (1) orang anak

yang bernama: 

    -  anak, perempuan, lahir pada 19 Agustus 2019;  

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah  tangga

dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  tahun  2019,  ketentraman

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  setelah  antara

Penggugat  dengan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang

penyebabnya antara lain;  

   -  Perselingkuhan/Perzinahan 

6. Bahwa  puncak  dari  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana

Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Bukit Raya dikarenakan terdapat

bukti  perselingkuhan/perzinahan  tergugat  dengan  teman  kantor,dimana

setelah melalui proses dikantor polisi,tergugat mengakui kesalahan nya dan

kembali  kerumah  orang  tuanya.  Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya

suami istri;  

7.`Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil 

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah
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tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana  maksud  dan

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraTergugat  Terhadap Penggugat;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

Subsider:

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  Penggugat  hadir

dipersidangan secara  in  persoon,  sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah  meskipun  berdasarkan  relaas panggilan  Nomor

734/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

undang;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berdamai

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat, dengan mengajukan percabutan gugatan pada petitum poin 4 ;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor :  0928/002/XI/2018 tertanggal  03

November  2018,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, telah dibubuhi materai Rp.
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6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P); 

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: saksi I dan

saksi II,  telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah,

pada pokoknya sebagai berikut: 

Saksi I;

 -  Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena  saksi  kakak

kandung Penggugat;

-   Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  menikah pada

tahun 2018, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di

rumah  kediaman  bersama  di  Jl.  HR  Soebrantas  GG  Mesjid  No.105  RT

001,RW  001,  Kelurahan  Simpang  Baru,  Kecamatan  Tampan,  Kota

Pekanbaru;  

-   Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  dikaruniai  anak 1 orang,

sekarang tinggal bersama Penggugat;

-  Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah  tangga

dengan  Tergugat  pada  awalnya  berlangsung  baik,  namun  sejak  bulan

Agustus  tahun  2019,  rumah  tangga  tidak  rukun  lagi  yang  penyebabnya

antara  lain  lain,   karena  perselingkuhan/perzinahan,  dan  puncak

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November

tahun 2019, dimana Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Bukit Raya

dikarenakan  terdapat  bukti  perselingkuhan/perzinahan  Tergugat  dengan

teman  kantor,  setelah  melalui  proses  dikantor  polisi,  Tergugat  mengakui

kesalahan nya dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah, usaha damai dari keluarga sudah dilakukan, namun

tidak berhasil; 

tidak dilakukan, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Saksi II; 

-   Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena  saksi  kakak

kandung Penggugat;
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-   Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  menikah pada

tahun 2018, setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di

rumah  kediaman  bersama  di  Jl.  HR  Soebrantas  GG  Mesjid  No.105  RT

001,RW  001,  Kelurahan  Simpang  Baru,  Kecamatan  Tampan,  Kota

Pekanbaru;  

-   Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  dikaruniai  anak 1 orang,

sekarang tinggal bersama Penggugat;

-   Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan Penggugat  setelah  berumah tangga

dengan  Tergugat  pada  awalnya  berlangsung  baik,  namun  sejak  bulan

Agustus  tahun  2019,  rumah  tangga  tidak  rukun  lagi  yang  penyebabnya

antara  lain,  karena  perselingkuhan/perzinahan,  dan  puncak  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019,

dimana Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Bukit Raya dikarenakan

terdapat  bukti  perselingkuhan/perzinahan  Tergugat  dengan  teman  kantor,

setelah melalui proses dikantor polisi, Tergugat mengakui kesalahan nya dan

kembali  kerumah  orang  tuanya.  Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak pernah serumah sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah, usaha damai dari keluarga sudah dilakukan, namun

tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan,

dan mencukupkan pembuktiannya;

 Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  (yang  telah memenuhi

persyaratan  formil  dan  materil  sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  di
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bawah  ini),  terbukti  Penggugat mempunyai  legal  standing (berkualitas)

mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang

merupakan  perubahan  terakhir  dari  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara

Kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  adalah  memeriksa,  memutus  dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan

dalam penjelasan  pasalnya  adalah  cerai  gugat,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  Pengadilan Agama  memiliki  kewenangan  secara  absolut

mengadili perkara ini;

               Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah  memberi nasihat kepada

Penggugat agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

      Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  bahwa  kebahagiaan  yang

dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat pada awalnya

berlangsung baik, namun namun sejak sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah

tangga  tidak  rukun  lagi,  yang  penyebabnya  antara  lain,  karena

perselingkuhan/perzinahan,  dan puncak pertengkaran antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2019,  dimana  Penggugat

melaporkan  Tergugat  ke  Polsek  Bukit  Raya  dikarenakan  terdapat  bukti

perselingkuhan/perzinahan  Tergugat  dengan  teman  kantor,  setelah  melalui

proses dikantor polisi, Tergugat mengakui kesalahan nya dan kembali kerumah

orang tuanya.  Sehingga sejak saat  itu Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak

pernah  serumah  sampai  sekarang.  Dengan  demikian  yang  menjadi  pokok

masalah dalam gugatan ini  adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat

tersebut,  atau  setidaknya  apakah  sudah  cukup  alasan  untuk  terjadinya

perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana
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Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil

akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang,  bahwa tentang bukti  P yang merupakan fotocopi  Kutipan

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat

dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  sehingga  Penggugat  adalah  pihak  yang

berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang  bahwa  dari  kesaksian  saksi/keluarga  Penggugat,  Majelis

menilai bahwa kesaksian  a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang

lain  dan telah  sejalan  dengan dalil-dalil  Penggugat dan Tergugat  sepanjang

telah  tidak  harmonisnya  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat,  di  mana

Penggugat dan Tergugat  akhirnya telah berpisah tempat tinggal  sejak bulan

November 2019;

Menimbang,  bahwa  tentang  apa  dan  siapa  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat,  Majelis  menilai  bahwa

tanpa  mencari  apa  dan  siapa  penyebab  yang  sesungguhnya,  hal  tersebut

mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa dalam perkara ini  telah didengar pula keterangan

keluarga, yang  menerangkan  bahwa  pihak  keluarga  sudah mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan  gugatan Penggugat dan dihubungkan

dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta

dalam perkara ini sebagai berikut :

-     Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-  Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis

dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran 6 bulan  lamanya;

-     Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  apabila  dalam rumah  tangga,  kedua  belah  pihak

suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai

dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan lamanya, hal tersebut

menunjukkan  bahwa  ikatan  batin  mereka  telah  putus  dan  tidak  mungkin

mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,
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sehingga  mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  tidaklah

mendatangkan  kemaslahatan,  dan  justru  akan  menimbulkan  ketidakpastian

berkepanjangan dan kemudharatan bagi  kedua belah pihak suami isteri,  hal

mana  dalam  bentuk  yang  bagaimanapun  kemudharatan  itu  harus  dihindari

sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

  

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  rumah  tangga  yang  pecah  (Marriage  breakdown)  yang  sulit  untuk

dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian

rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.

38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan

demikian alasan Penggugat   untuk bercerai  dengan  Tergugat  telah sesuai

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi

Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  atas  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  berkesimpulan  bahwa

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh

karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

No 7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama dan  Pasal  90  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun

1989 dan Pasal  91  A ayat  (3)  Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang
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timbul   dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  besarnya

sebagaimana  tercantum dalam amar putusan ini;

 Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; 

3  Menjatuhkan talak satu ba’in sughraTergugat  Terhadap Penggugat 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.501.000 (lima  ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  yang  dilangsungkan  pada  hari Rabu

tanggal  24 Junil 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1441

Hijriyah, oleh  Dra.  Hj.  Nurlen  Afriza,  M.A.,  sebagai  Ketua  Majelis, dan

Drs. H. Affandi, M.H.  dan Dra. Zulhana, M.H, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga,  oleh  oleh Dra.  Hj.  Nurlen  Afriza,  M.A.,  sebagai  Ketua Majelis,

dihadiri  Drs. H. Affandi, M.H.  dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota  Majelis,  dibantu  oleh  Elpitria,  S.H.I.,  M.H..  sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

 

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:        

1. Biaya pendaftaran Rp3 30.000,00
1. Biaya ATK Rp
60.000,00727222222227777
2. Biaya panggilan Rp 375.000,00
3. PNBP panggilan Pemohon Rp3 10.000,00 
4. PNBP panggilan Termohon Rp3
10.000,00
5. Hak Redaksi Rp3 10.000,00
6. Meterai Rp       6.000,00

Jumlah Rp 501.000,00

  (lima ratus satu  ribu rupiah);
  

 

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 24 Juni 2020
Panitera 

Muhammad Yasir Nasution, M.A
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